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Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (UU ASN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat
(1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
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1.2

Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai,“pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS
harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon
melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS
dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu
Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah”,

Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,“pengunduran
diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan
sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri
secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan
sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”,

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;



3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia Sebagaimana mestinya.
Tanggal Putusan : Rabu, 8 Juli 2015.
Ikhtisar Putusan

Para Pemohon mendalilkan perseorangan warga negara Indonesia sebagai Pegawai
Negeri Sipil (PNS) merasa dirugikan dengan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN
karena hak untuk dipilih dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
telah dibatasi, dibedakan dan dikecualikan dari dan/atau dengan kelompok warga negara
dan/atau profesi lainnya, dengan cara mewajibkan PNS untuk mengundurkan diri sejak
mendaftar sebagai calon kepala daerah dan anggota DPD. Padahal, pembatasan,
pembedaan, dan pengecualian untuk mengundurkan diri tidak diberlakukan terhadap warga
negara lainnya. Pembatasan, pengecualian, dan pembedaan sebagaimana dalam pasal a quo
dapat dikualifikasi sebagai bentuk diskriminasi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamabh, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon
adalah pengujian Undang-Undang in casu Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN terhadap
UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C
ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan
Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Mengenai kedudukan hukum, dalil kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagai
PNS yang diwajibkan untuk mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai calon kepala daerah
dan anggota DPD, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian para
Pemohon tersebut yang bersifat aktual, potensial, dan menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi, yang adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian,
para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonana quo.

Terhadap pokok permohonan, oleh karena dipandang oleh Mahkamabh telah cukup jelas
maka tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau
risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak
sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

Berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN
yang mensyaratkan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon
menurut para Pemohon merupakan diskriminasi antarstatus warga negara dalam profesi PNS
jika mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat negara diwajibkan mengundurkan diri sejak
mendaftarkan sebagai calon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusan
Mahkamah Nomor 45/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 Mei 2012 dan Putusan Mahkamah
Nomor 67/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, telah nyata bahwa ketentuan
Undang-Undang yang mensyaratkan pengunduran diri PNS maupun anggota TNI dan
anggota Polri jika yang bersangkutan hendak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan
politik atau jabatan publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan,
termasuk dalam hal ini pencalonan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah,
menurut Mahkamabh, tidaklah bertentangan dengan UUD 1945;

2. Bahwa ketentuan pemberhentian sementara pegawai ASN sebagai PNS yang diangkat
sebagai pejabat negara adalah berlaku bagi jabatan yang tergolong ke dalam appointed
officials bukan elected officials, sehingga tidak serta-merta dapat disamakan dengan PNS
yang hendak mencalonkan diri menduduki jabatan yang tergolong elected officials,
sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon yakni jabatan anggota DPD. Pembedaan
demikian bukanlah suatu bentuk diskriminasi karena karakter kedua jabatan tersebut
memang berbeda sehingga mempersyaratkan perlakuan yang berbeda pula;



3. Bahwa Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut aspek
kepastian hukum dan keadilan berkenaan dengan pertanyaan “kapan” pengunduran diri
tersebut harus dilakukan;

4. Bahwa apabila syarat pengunduran diri PNS dimaknai seperti yang tertulis dalam
ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN UU ASN maka seorang PNS akan
segera kehilangan statusnya sebagai PNS begitu ia mendaftar sebagai pejabat publik yang
mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan. Pemaknaan atau penafsiran
demikian memang telah memberi kepastian hukum namun mengabaikan aspek keadilan.
Dengan kata lain, pemaknaan demikian hanyalah memenuhi sebagian dari jaminan hak
konstitusional yang dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu hanya aspek
kepastian hukumnya. Padahal, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tegas menyatakan bahwa
hak dimaksud bukanlah sekadar hak atas kepastian hukum melainkan hak atas kepastian
hukum yang adil. Sebab, terdapat ketentuan Undang-Undang yang mengatur substansi
serupa namun memuat persyaratan atau perlakuan yang tidak setara meskipun hal itu
diatur dalam Undang-Undang yang berbeda, dalam hal ini Pasal 7 huruf s dan huruf t UU
8/2015 menentukan bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD hanya
dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinannya jika hendak mencalonkan diri
sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah;

5. Bahwa dengan demikian demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil pula,
pengunduran diri PNS dilakukan bukan pada saat mendaftar melainkan pada saat yang
bersangkutan telah ditetapkan secara resmi sebagai calon oleh penyelenggara pemilihan
dengan cara membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan
secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon dalam jabatan publik atau
jabatan politik yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan itu maka yang
bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik
kembali, yaitu pada saat mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkan secara resmi
sebagai calon.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dalil
Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN beralasan
menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan
putusan yang amar putusannya menyatakan:

4. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

1.3 Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai,“pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak
mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS
dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah”,

1.4 Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,“pengunduran diri secara tertulis
sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan
pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai
calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil
Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;



5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.



